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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya

sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat

tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, selain menguraikan capaian kinerja Tahun

2022 juga menguraikan tentang Pencapaian lndikator Kinerja Utama KPU Provinsi

Sulawesi Barat selama '1 (satu) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024.

Dengan diterbitkannya Ll\ Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Barat

diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat,

relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa LKj Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua

pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LKj ini dapat tersusun.

Kami berharap agar LKj dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan

media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 17 Februari 2023

KP LAWESIBARAT

AR
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dengan menyesuaikan kepada
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor '. 101 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
No. 82/PR.01.3-KpV76/ProvXlll2022 Tenlang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi barat Tahun 2020-2024 serta Daftar lsian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2022 NOMOR SP DIPA- 076.01.2.98476712022Tan99a1 17 Desember
2021, NOMOR SP DIPA- 076.01.2.98476712022 Revisi ke-15 Tanggal 22 Desember
2022, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan sekaligus
melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran yang terinci kedalam beberapa
Program, Sasaran, Tujuan dan lndikator Kinerja Kegiatan.

Untuk mewujukan Msi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sesuai
dengan visi KPU Rl yaitu : "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Profesional, Berintegritas dan Mandiri untuk Teruvujudnya Pemilu yang Berkualitas',
beberapa upaya dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan visi
serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi,
dirumuskan dalam misi KPU Provinsi Sulawesi Barat yang selaras dengan misi KPU
Rl, sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum
berintegritas;

2. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan
efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel;

3. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
4. Mengelola data Pemilihan Umum yang akurat, menyeluruh,

berkesinambungan dan mutakhir untuk pelayanan dan manajemen Pemilu;
5. Menyusun regulasi/keputusan yang memberikan kepastian hukum, progresif

dan partisipatif;

6. Melayani hak Pemilih serta meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih
melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang berkelanjutan;

7. Melayani peserta Pemilu secara adil; dan
8. Membangun kerjasama dengan stakeholder untuk memperkuat pelaksanaan

tugas organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah :
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1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan
kualitas pelaksanaan demokrasi lndonesia;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta
meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum
yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang

berkelanjutan; dan
3. Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan

konsekuen.

Sasaran-sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat yang hendak dicapai
dalam tahun 2022, sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional,

berintegritas dan mandiri;

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Penyempumaan data Pemilu secara lerus menerus, menyeluruh dan

berkesinambungan; dan
4. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

politik secara murni dan konsekuen;

Alokasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2022
yang tertuang dalam DIPA 076 sebesar Rp. 16.691.881.000 ( enam belas miliar enam
ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) dengan
realisasi anggaran sebesar 16.641 .232.476 (enam belas miliar enam ratus empat puluh

satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
presentase realisasi berada pada agka 99.70 o/o. Penggunaan anggaran
diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi KPU Provinsi Sulawesi Barat,
yang tertuang dalam tiga program yaitu:

'1 . Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Program ini merupakan program generik KPU Provinsi Sulawesi Barat
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

a. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat;

b. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;

c. Terlaksananya manajemen perencanaan dan data;
d. Terlaksananya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian;
e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran; dan
f. Terlaksananya pemeriksaan di lingkungan sekretariat provinsi dan

sekretariat kabupaten.
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Dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para
pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dalam pengelolaan
keuangan;

r Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang

tepat;
o Tersedianya dokumen perencanaan dan panganggaran, persentase

kesesuaian antara Renstra dengan Renja l(L dan RKA l(L;
. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

dan layanan peningkatan kompetensi SDM;
o Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi

penunjang kinerja pegawai; dan
. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang

ditindaklanjuti.
. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsoldasi Demokrasi

2. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsoldasi Demokrasi.
Yang hendak dicapai dari program ini adalah :

a. Tersusunnya rancangan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
se-Sulawesi Barat, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;

b. Tersusunnya pedoman teknis dan bimbingan tekniVsupervisi,
publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih,

dan
c. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan

penyuluhannya.

Adapun indikator kinerja dari program ini adalah :

. Persentase keputusan KPU Provinsi yang sesuai format peraturan
perundang-undangan;

o Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini
hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu; dan

o Tersedianya Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten dan Juknis
Pelaksanaan Tahapan.

Secara keseluruhan, kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian output maupun realisasi anggaran yang
telah dilaksanakan secara optimal dengan efektif dan efisien. Terdapat beberapa
kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Dengan keyakinan dan kerja
keras sebagai tanggung jawab bersama, segala kendala dapat diatasi.

eog" 4 Laporon Xine{a KPU Provinri Sulowesi Botot 2O22
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan
Umum (Pemilu) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. KPU bebas dari pengaruh
pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan
tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota
Dewan Penarakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Peruvakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
oleh rakyat, serta untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program
dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran
negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang
mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban mem buat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut
didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kenerja lnstansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan
bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas
pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Pembuatan laporan juga mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, serta berpedoman pada
Keputusan KPU Rl Nomor 5/PR.03-1-KpU03/KPU/|/20'18 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi
selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (pertormance resu/fs) fahun 2022
tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2022 sebagai
tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi selama
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1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan
sebagai check pointyang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan.

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah

Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya
kepada KPU;

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

f. merekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan

suara di KPU Kabupaten/Kota;
g. membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU;

h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;

i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
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k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan
L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Pada Pasal 't6 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah :

Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Penrakilan
Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

a. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;

c. menerbitkan kepulusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu
anggota DPRD provinsi dan mengumumkan;

d. menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifl<an sementara anggota
KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wwenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan
gubernur meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan.iadwal pemilihan gubemur;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubemur dengan memperhatikan
pedoman dari KPU;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

Pogc 9 Loporon Kincrio KPU Provinri Sulowcsi Bsrol2022
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h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan,

Bawaslu Provinsi, dan KPU;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU

Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bers€lngkutan dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara;

k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan

gubernur dan mengumumkannya;
l. mengumumkan calon gubemur terpilih dan membuat berita acaranya;

m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;

n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan

dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifl<an sementara

anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada

masyarakat;
q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

gubernur;

t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubemur kepada Dewan

Penarakilan Rakyat, Presiden, Gubemur, dan Dewan Penrakilan Rakyat

Daerah Provinsi; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat
Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu
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oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU

Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 1, Sekretaris
KPU Provinsi bertugas :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan

Pemilu;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Penrvakilan Daerah, dan Dewan Peruakilan
Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
h. membantu pelaksanaan tugas{ugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi Sekretariat
KPU Provinsi terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian yaitu 1) bagian
Program, Data, Organisasi dan SDM, 2) bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan 3)

bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Untuk subbagian, ada 6 (enam), yakni 1)

subbagian SDM, 2) subbagian Program dan Data, 3) subbagian Umum dan Logistik, 4)
subbagian Keuangan, 5) subbagian Hukum, dan 6) subbagian Teknis dan Hupmas.
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Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intem dan antar oganisasi

KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU

sesuai dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan

perkuatan dan penyempumaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi ke depan.

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Keqa (SOTK) Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomoll4 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekreriat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti yang

terlihat pada bagan di bawah ini :

SUI BAGIA\
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SLB B CI,{\
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Gambar 2
Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan PKPU 14 Tahun

2020

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat termasuk

dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipe B.

C. Struktur Organisasi
1. Sumber Daya Manusia

KPU Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh 3'l orang pegawai (PNS)
dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan
jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam)
golongan, antara lain: SMP, SMA, D-lll, Sl, 52 dan 53.
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Tabel 1

Rekap Jumlah PNS dan Tingkat Pendidikan
Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat

Per Desember 2022

Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan
ORGANIK DPK TOTAL SMP SMA s-1

1a 0 33 1 5 4 5 1

Berdasarkan data bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana Sl
lebih besar yaitu 17 orang dan 52 sebanyak 5 orang. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik
sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan
kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur
organisasi.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKj Sekretariat KPU Provinsi adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB 11 PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinefa dan PK. Pada
bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta
indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Sekretariat KPU Provinsi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas
kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan
kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-
langkah antisipatif yang akan diambil.

A. Capaian Kinerja Organisasi.
1 . Perbandingan target dan real tahun ini.
2. Analisis sebab berhasil dan gagal atau naik/turun kinerja dan solusi
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KpU
Provinsi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.

LAMPIRAN
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau
organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja
Sasaran Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu
lahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2
Target Kineda Program Dukungan Manajemen 2022

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/ Sasaran

Kegiatam
lndikator

Target
Kinerja

2022

L Program dan Dukungan Manajemen

Terlaksananya riset
kepemiluan

Jumlah riset kepemiluan 1

Dokumen
Meningkatnya Kapasitas
SDM yang Berkompeten

Persentase kesesuaian
kompetensi pegawai
terhadap standar
kompetensi
penugasannya di KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten Kota

95o/o

Tenrujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana
Guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

Persentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja Pegawai
yang Berfungsi dengan
Baik di KPU Provinsi dan
Kabuoaten/Kota

100%

Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan
dan Kineria KPU

Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja KPU
Provinsi

B

Teruujudnya Data
Pemilih secara
Berkelanjutan

Persentase ketepatan
waktu KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/ Kota
dalam pemutakhirkan
Data Pemilih

100o/o

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya kerjasama
dengan lembaga
Penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi
Kerjasama KPU Provinsi
Dengan lnstansi Terkait
Dalam Rangka

15 Kegiatan

17 Loporon Kinc{o KPU Provinsi Sulowesi Borol2022
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Penguatan Kelembagaan
Demokrasi

Terwujudnya rencana
kerja dan anggaran KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
efektif dan efisien

Jumlah revisi yang
dilakukan KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota terhadap
rencana kerja yang telah
ditetapkan

10 kali

Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan Pemilu
yang tertib, efektif dan
efisien

Persentase laporan
monitoring dan evaluasi
yang dilakukan se@ra
akuntabel dan tepat
waktu oleh KPU Provinsi

7 5o/o

Persentase tercapainya
target kinerja, KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan perjanjian
kinerja

90%

Tenvujudnya Reformasi
Birokrasi di KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Persentase KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota
yang ditunjuk sebagai
pilot proJect yang
mendapat nilai minimal B
untuk penilaian mandiri
RB

90%

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian

Meningkatnya tertib
administrasi dan
pengelolaan sumber
daya manusia

Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan
kepegawaian secara
tepat waktu dan akurat di
lingkungan satker KPU
Provinsi
Persentase Penegakkan
Disiplin Pegawai di KPU
Provinsi

90%

Persentase Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kontrak
(PPPK) yang diseleksi
melalui Peraturan
Perundang-Undangan di
KPU Provinsi

80o/o

Terlaksananya Proses
seleksi Anggota KPU,
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota Sesuai

Persentase Anggota KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
diseleksi sesuai dengan

100o/o

I 8 Loporon Kincrio KPU Provinri Sulowesi fxlrat 2022
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Peraturan
PerundangUndangan
yang Berlaku

periode masa jabatan dan
PAW

Tersedianya data dan
informasi kepegawaian

Persentase Pegawai KPU
Provinsi yang Tercatat
secara akurat dalam Data
Base Kepegawaian
berbasis teknologi
informasi

80o/o

Tersedianya Jabatan
Fungsional Penata
Kelola Pemilu (JF PKP)
sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

Persentase PNS KPU
Provinsi yang menduduki
Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pemilu (JF
PKP) yang diseleksi
sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

80o/o

Pembentukan Badan
Penyelenggara Adhok

Jumlah badan adhok
yang dipersiapkan dan
dibentuk di lingkungan
satker KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota

7 Satker
(Provinsi/Kab

upaten)

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya
pembinaan
perbendaharaan

Persentase Pejabat
Perbendaharaan yang
menyelesaikan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan di KPU
Provinsi

90%

Terlaksananya sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan

Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan di KPU Provinsi

2Lap

Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan keuangan

Persentase
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan
yang dapat diselesaikan
oleh KPU Provinsi

85%

Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran

Persentase ketepatan
waktu dan kevalidan data
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam
penyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA

95 o/o

Tenvujudnya Persentase kepatuhan 98%
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Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai
dengan Peraturan dan
Perundangan yang
bedaku

KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam
Pengelolaan Barang Milik
Negara yang Material
Jumlah Laporan Barang
Milik Negara Berdasarkan
SIMAK BMN yang
Datanya Sesuai dengan
Data SAK di KPU Provinsi

4. Penyelenggaran Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Administrasi
Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

Persentase pengelolaan
Arsip lnaktif sesuai Aturan
Kearsipan oleh KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

87 .5o/o

100o/o

Persentase ketersediaan
fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik di lingkungan
satker KPU Provinsi

100%

Persentase ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi atau KPU
Kab/Kota yang berfungsi
dengan baik

100o/o

Meningkatnya Kualitas
Layanan Persidangan
dan Protokol

Persentase ruangan rapat
yang digunakan tidak ada
yang bersamaan dalam
waktu dan tempat di
lingkungan satker KPU
Provinsi

100o/o

Persentase Hasil Rapat
Pleno di KPU Provinsi
atau yang ditindaklanjuti
paling lambat 4 hari kerja

100%

20 Loporon Kinc{o KPU Provinsi Sulowcsi Botol2022 - ''' /\'''..'o 9, i c,J'L- 'rt
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Teruvujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana
guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

Persentase ketersediaan
sarana transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi
dengan baik di lingkungan
satker KPU Provinsi
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Tenrujudnya Keamanan
dan Ketertiban di
lingkungan
KPU/KPUProvinsi/KPU
Kabupaten/Kota

100o/o

Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana
guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

70o/o

Persentase ketersediaan
fasilitas perkantoran
untuk mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi di lingkungan
satker KPU Provinsi

70o/o

Persentase ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
dapat dipenuhi

72o/o

5. Pengendalian lnternal Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat
Meningkatkan
Penyelenggaraan SPIP

Nilai marturitas SPIP
Provinsi 3,4

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan di Lingkungan
KPU Provinsi

70o/o

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan
Pengembangan

Peningkatan kompetensi
SDM KPU

Persentase Pegawai yang
Telah Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
dalam Rangka
Peningkatan Kompetensi
SDM di KPU Provinsi

100o/o

JumIah PNS KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten yang lulus 52
Program Studi Tata
Kelola Pemilu maupun
program studi Prioritas
KPU lainnya (lT,
Akuntansi, Hukum) sesuai

4 orang

21 Loporon Kincrio KPU Provinsi Sulsweci &rtot 2022
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Persentase gangguan
keamanan dalam
lingkungan KPU Provinsi
AIAU KPU
Kabupaten/Kota yang
dapat ditanggulangi

Persentase ketersediaan
sarana transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi di lingkungan
satker KPU Provinsi

Presentase KPU Provinsi
dan Kabupaten yang
mendapatkan nilai
akuntabilits kinerja
minimal B
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jadwal

Tabel 3
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome/ Sasaran

Kegiatam
lndikator

Target Kinerja
2022

ll. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses

Tenarujudnya
Dukungan Logistik
dalam
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

Persentase keberhasilan
distribusi logistik Pemilu/
Pemilihan secara tepat
jumlah, tepat jenis, tepat
mutu dan tepat waktu oleh
Satker KPU Provinsi

100%

Teruvujudnya Tahapan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu/
Pemilihan yang sesuai
jadwal oleh KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan informasi
hukum

Persentase produk hukum
yang dikelola dan
didokumentasikan sesuai
peraturan perundang-
undangan oleh KPU
Provinsi

97%

93o/o

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Terlaksananya
penyelesaian
sengketa dan
pelayanan
pertimbangan hUkum

Penurunan jumlah
sengketa hukum dalam
perkara perselisihan
sengketa hukum yang
dihadapi oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

6
perkara

22 Loporon Kincrio KPU Provinri Sulowcri lrlrrrt 2022
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100o/o

Persentase informasi
produk hukum yang
disajikan secara cepat,
tepat, dan akurat sesuai
dengan SOP oleh KPU
Provinsi
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Penurunan jumlah
sengketa hukum yang
diajukan ke Mahkamah
Konstitusi

3
perkara

Persentase sengketa
hukum yang dimenangkan
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

89%

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW

Tenrujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu / Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase ketepatan
waktu dalam penetapan
jadwal tahapan dan
petunjuk teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan oleh
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

1O0o/o

Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang memutakhirkan data
wilayah/ pemetaan dan
penetapan Daerah
Pemilihan untuk Pemilu
Tahun 2024

100o/o

Terlaksananya
layanan administrasi
PAW tepat waktu dan
sesuai aturan

Persentase proses PAW
anggota DPR dan DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam waktu
5 hari kerja

100o/o

Pengelolaan Calon
Peserta Pemilu

Persentase Calon Peserta
Pemilu yang dapat
difasilitasi oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

7 Satker
(Provinsi/

Kabupaten)

Persentase data
kepengurusan dan
keanggotaan partai politik
yang dimutakhirkan oleh
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

8Oo/"

4. Fasilitasi Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat
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7 Satker (Provin
si/Kabu
paten)

28,6 0/o

(2 KPU Prov/
kab)

Pengelolaan Rumah
Pintar Pemilu

Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang dilengkapi dengan
digitalisasi Rumah Pintar
Pemilu RPP
Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
m UMUM

95o/o

Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat
Umum

95o/o

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih

rem uan
Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih

mula

95o/o

95o/o

Pendidikan Pemilih
Kepada Pemilih
Pemula, Perempuan,
dan Disabilitas

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk pemilih
disabilitas

Pendidikan Pemilih
Kepada Daerah
Partisipasi Rendah,
Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu
Tinggi, dan Daerah
Rawan
Konflik/bencana

Persentase penempatan
satker KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota di
Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu
Tinggi, Daerah Rawan
Konflik/Bencana, dan atau
Daerah dengan Partisipasi
Masyarakat Rendah yang
mendapatkan "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan
Demokrasi

PermohonanPersentase
informasi

100o/o
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Presentase Pusat
Pendidikan Pemilih yang
telah dibentuk oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

95%

Meningkatnya kualitas
layanan informasi dan yanq
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data yang cepat serta
akurat

ditindaklanjuti melalui
PPID sesuai dengan SOP
di KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pem ilu/Pemilihan yang
dimuat di 4 media massa
Nasional

10oo/o

Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota paling
lambat 1 (satu) hari keria

100o/o

Sosialisasi Kebijakan
KPU Kepada
Stakeholder (Partai
Politik, LSM, Ormas,
Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan
Masyarakat)

Persentase penyampaian
informasi dan publikasi
dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilan di media
publikasi oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

1 Provin
si; 6 Kabu

paten

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
Terlaksananya
fasilitasi pengelolaan
data kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian, serta
pemeliharaan dan
inventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan

Persentase keberhasilan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa
ada permasalahan
anggaran dalam
pemenuhan kebutuhan
logistik

100o/o

Persentase keberhasilan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam
proses pengadaan logistik
untuk keperluan
Pemilu/Pemilihan tanpa
adanya kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan
uang negara

10Oo/o

Persentase keberhasilan 100o/o
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pendistribusian logistik
Pemilu/Pemilihan seelra
tepat jenis, jumlah dan
waktu oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota
Persentase keberhasilan
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam
penginventarisasian dan
pemeliharan logistik
Pemilu/Pemilihan KPU
Kabupaten/Kota 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara dalam
Pemilu/Pemilihan

Ketersediaan Logistik
Pemilu/ Pemilihan

Persentase penyediaan
logistik Pemilu/Pemilihan
oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota

7
Satker (Provinsi/

Kabupaten)

Ketersediaan Suara
Pilkada Hasil
Pemilu/Pemilihan

Persentase Pelaksanaan
Pemungutan sampai
dengan penetapan hasil
Pemilu/ Pemilihan

7 Satker (Provinsi/
Kabupaten)

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan lnformasi
Tersedianya data,
informasi, sarana dan
prasarana teknologi
informasi serta
penerapan e-
govemment KPU

Persentase KPU
Kabupaten dan KPU
Provinsi yang
melaksanakan
pemutakhiran data pemilih
secara berkelanjutan

10Oo/o

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
lnformasi untuk Sistem
lnformasi yang aman,
handal dan lancar yang
dimiliki KPU Provinsi

1O0o/"

Persentase aplikasi KPU
Provinsi dan Kabupaten
yag terintegrasi dengan
KPU Rl dalam
Pemutakhiran data pemilih
secara berkelanjutan

65%
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perurujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Keputusan
KPU Rl Nomor 5/PR.03-1-KpU03/KPU lll2018)

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui presentase perbandingan antara
target kinerja dan realisasi kinerja yang telah diolah berdasarkan data-data dari
setiap sub bagian yang terkait.

Program/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/ Sasaran

Kegiatam
lndikator

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

l. Program dan Dukungan Manajemen

Terlaksananya
kepemiluan

Jumlah riset kepemiluan 1

Dokumen
0

Dokumen
Meningkatnya
Kapasitas SDM yang
Berkompeten

Persentase kesesuaian
kompetensi pegawai
terhadap standar
kompetensi
penugasannya di KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten Kota

95o/o

Tenvujudnya
Dukungan Sarana dan
Prasarana Guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Persentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja
Pegawai yahg Berfungsi
dengan Baik di KPU
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

100o/o
900h
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Tabel 4
Realisasi Kineria Sasaran Program Dukungan Manajemen

riset

90%
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Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja
KPU

Nilai Evaluasi
Akuntabilitas
KPU Provinsi

atas
Kinerja B

Teruvujudnya
Pemilih
Berkelanjutan

Data
sec€lra

Persentase ketepatan
waktu KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/ Kota
dalam pemutakhirkan
Data Pemilih

100o/o 100o/o

'1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Temujudnya
kerjasama dengan
lembaga
Penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi
Kerjasama KPU Provinsi
Dengan lnstansi Terkait
Dalam Rangka
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi

15
Kegiatan

11

Kegiatan

Tenrlrujudnya rencana
kerja dan anggaran
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
efektif dan efisien

Jumlah revisi yang
dilakukan KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota
terhadap rencana kerja
yang telah ditetapkan

'10 kali
15 kali

Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

Persentase laporan
monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara
akuntabel dan tepat
waktu oleh KPU Provinsi

100 %

Persentase tercapainya
target kinerja, KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan
perjanjian kinerja

9Oo/o
72o/o

Terwujudnya
Reformasi Birokrasi di
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Persentase KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota yang
ditunjuk sebagai pilot
project yang mendapat
nilai minimal B untuk
penilaian mandiri RB

90%

Tidak ada
Kabupaten
/Kota se
Sulawesi

Barat yang
dijadikan

pilot proiec
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian
Meningkatnya
administrasi
pengelolaan
daya manusia

tertib
dan

sumber

Persentase pegawai
yang mendapatkan
layanan kepegawaian
secara tepat waktu dan

97 .5o/o
100 o/o
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akurat di lingkungan
satker KPU Provinsi
Persentase Penegakkan
Disiplin Pegawai di KPU
Provinsi

90%
90o/o

Persentase Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kontrak
(PPPK) yang diseleksi
melalui Peraturan
Perundang-Undangan di
KPU Provinsi

80% 80o/o

Terlaksananya Proses
seleksi Anggota KPU,
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
Sesuai Peraturan
PerundangUndangan
yang Berlaku

Persentase Anggota
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
diseleksi sesuai dengan
periode masa jabatan
dan PAW

lOOo/o 100o/o

Tersedianya data dan
informasi kepegawaian

Persentase Pegawai
KPU Provinsi yang
Tercatat secara akurat
dalam Data Base
Kepegawaian berbasis
teknologi informasi

8Oo/o
lOOo/o

Tersedianya Jabatan
Fungsional Penata
Kelola Pemilu (JF
PKP) sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

Persentase PNS KPU
Provinsi yang
menduduki Jabatan
Fungsional Penata
Kelola Pemilu (JF PKP)
yang diseleksi sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku

809o
0%

Pembentukan Badan
Penyelenggara Adhok

Jumlah badan adhok
yang dipersiapkan dan
dibentuk di lingkungan
satker KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota

7 Satker
(Provinsi/

Kabupaten)

7 Satker
(Provinsi,

Kabupaten)

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya
pembinaan
perbendaharaan

Persentase Pejabat
Perbendaharaan yang
menyelesaikan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan di KPU
Provinsi

95%

Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem 2Lap

t i
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akuntansi dan
pelaporan keuangan

akuntansi dan pelaporan
keuangan di KPU
Provinsi

1O0o/o

Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan keuangan

Persentase
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan
yang dapat diselesaikan
oleh KPU Provinsi

85%
90%

Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran

Persentase ketepatan
waktu dan kevalidan
data KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota
dalam penyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA

95% 95%

Terwujudnya
Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai
dengan Peraturan dan
Perundangan yang
berlaku

Persentase kepatuhan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam
Pengelolaan Barang
Milik Negara yang
Material

98o/o
80%

Jumlah Laporan Barang
Milik Negara
Berdasarkan SIMAK
BMN yang Datanya
Sesuai dengan Data
SAK di KPU Provinsi

5 Lap
2 Laporan

4. Penyelenggaran Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Administrasi
Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

Persentase pengelolaan
Arsip lnaktif sesuai
Aturan Kearsipan oleh
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

87 .5o/o
90%

Tenrvujudnya
Dukungan Sarana dan
Prasarana guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Persentase ketersediaan
sarana transportasi
untuk mendukung
kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik di
lingkungan satker KPU
Provinsi

100% 66.6%

Persentase ketersediaan
fasilitas perkantoran
untuk mendukung
kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik di

100o/o
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lingkungan satker KPU
Provinsi
Persentase ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi atau KPU
Kab/Kota yang berfungsi

1000h
100o/o

den an baik
Meningkatnya Kualitas
Layanan Persidangan
dan Protokol

Persentase ruangan
rapat yang digunakan
tidak ada yang
bersamaan dalam waktu
dan tempat di
lingkungan satker KPU
Provinsi

100o/o 100o/o

100% 100o/o

a
Tenrujudnya
Keamanan dan
Ketertiban di
lingkungan
KPU/KPUProvinsi/KPU
Kabupaten/Kota

Persentase gangguan
keamanan dalam
lingkungan KPU Provinsi
atau KPU
Kabupaten/Kota yang
dapat ditanggulangi

100o/o 100o/o

Tenvujudnya
Dukungan Sarana dan
Prasarana guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Persentase ketersediaan
sarana transportasi
untuk mendukung
kinerja pegawai
dapat dipenuhi
lingkungan satker
Provinsi

yang
di

KPU

7 0o/o 93%

7Oo/o 10Oo/o

Persentase ketersediaan
Gedung dan Gudang
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang

72%

da di nuhi
5 endalian lnternal Li ku KPU Provinsi Sulawesi Barat

Meningkatkan Nilai marturitas SPIP
ProvinsiPen en alaan Me ikut

Pen

3,4

Persentase Hasil Rapat
Pleno di KPU Provinsi
atau yang ditindaklanjuti
paling lambat 4 hari

Persentase ketersediaan
fasilitas perkantoran
untuk mendukung
kinerja pegawai yang
dapat dipenuhi di
lingkungan satker KPU
Provinsi

100o/o
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SPIP KPU RI
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan di
Lingkungan KPU
Provinsi

Presentase KPU
Provinsi dan Kabupaten
yang mendapatkan nilai
akuntabilits kinerja
minimal B

70o/o
85o/o

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan
kompetensi SDM KPU

Persentase Pegawai
yang Telah Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan dalam Rangka
Peningkatan
Kompetensi SDM di
KPU Provinsi

1Qlo/o 100%

Jumlah PNS KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten yang lulus
52 Program Studi Tata
Kelola Pemilu maupun
program studi Prioritas
KPU lainnya (lT,
Akuntansi, Hukum)
sesuai jadwal.

4 orang 1 Orang

Tabel 5
Realisasi Kineria Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2022

Program/
Kegiatan

Sasaran
Program

(Outcome)/
Sasaran

Kegiatam

lndikator
Target
Kinerja

Realisasi
Target
Kinerja

ll. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Terwujudnya
Dukungan Logistik
dalam
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

Persentase keberhasilan
distribusi logistik Pemilu/
Pemilihan secara tepat
jumlah, tepat jenis, tepat
mutu dan tepat waktu oleh
Satker KPU Provinsi

1O0o/o
1O0o/o
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Tenrvujudnya
Tahapan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu/
Pemilihan yang sesuai
jadwal oleh KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota

100o/o 100o/o

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan
informasi hukum

Persentase produk hukum
yang dikelola dan
didokumentasikan sesuai
peraturan perundang-
undangan oleh KPU Provinsi

97o/o 95o/o

Persentase informasi produk
hukum yang disajikan secara
cepat, tepat, dan akurat
sesuai dengan SOP oleh
KPU Provinsi

93o/o 93%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Terlaksananya
penyelesaian
sengketa dan
pelayanan
pertimbangan
hUkum

Penurunan jumlah sengketa
hukum dalam perkarEr
perselisihan sengketa hukum
yang dihadapi oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

6 perkara 0 Perkara

Penurunan jumlah sengketa
hukum yang diajukan ke
Mahkamah Konstitusi

3 perkara 0 Perkara

Persentase sengketa hukum
yang dimenangkan KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

89o/o

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW

Tenrvujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu I
Pemilihan Sesuai
Jadwal

Persentase ketepatan waktu
dalam penetapan jadwal
tahapan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan oleh KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

100% 100%

Pcl., 3 3 Loporon Kincrio KPU Provinsi Sulowcri Barcl2022
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Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang memutakhirkan data
wilayah/ pemetaan dan
penetapan Daerah Pemilihan
untuk Pemilu Tahun 2024

100o/o 1O0o/o

Terlaksananya
layanan
administrasi PAW
tepat waktu dan
sesuai aturan

Persentase proses PAW
anggota DPR dan DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja

100o/o
80o/o

Pengelolaan
Calon Peserta
Pemilu

Persentase Calon Peserta
Pemilu yang dapat difasilitasi
oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

7 Satker
(Provinsi/Ka

bupaten)

7 Satker
(Provinsi/Ka

bupaten)

Persentase
kepengurusan
keanggotaan partai
yang dimutakhirkan
KPU Provinsi atau
Kabupaten/Kota

data
dan

politik
oleh
KPU

80o/o

4. Fasilitasi Pelati
Masyarakat

han masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan

Pengelolaan
Rumah Pintar
Pemilu

Pusat
yang
KPU
KPU

Presentase
Pendidikan Pemilih
telah dibentuk oleh
Provinsi atau
Kabupaten/Kota

7 Satker
(Provin

si/Kabu
paten)

Persentase KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang dilengkapi dengan
digitalisasi Rumah Pintar
Pemilu (RPP)

28,6Yo (2
KPU Prov/
Kab)

28,6yo (2
KPU Prov/

Kab)

Pendidikan
Pemilih Kepada
Masyarakat
Umum

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk masyarakat umum

95o/o 95%

Pendidikan
Pemilih Kepada
Pemilih Pemula,
Perempuan, dan
Disabilitas

95% 90%

Persentase satker KPU
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80o/o

7 Satker
(Provin

si/Kabu
Paten)

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk pemilih perempuan
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Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk pemilih pemula

95o/o 95%

Persentase satker KPU
Kabupaten/Kota yang
memiliki "Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi"
untuk pemilih disabilitas

95%
30o/o

Pendidikan
Pemilih Kepada
Daerah
Partisipasi
Rendah, Daerah
Potensi
Pelanggaran
Pemilu Tinggi,
dan Daerah
Rawan
Konflik/bencana

Persentase penempatan
satker KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota di
Daerah Potensi Pelanggaran
Pemilu Tinggi, Daerah
Rawan KonfliUBencana, dan
atau Daerah dengan
Partisipasi Masyarakat
Rendah yang mendapatkan
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan Demokrasi

95o/o 90o/o

Meningkatnya
kualitas layanan
informasi dan
data yang cepat
serta akurat

Persentase Permohonan
inlormasi yang ditindaklanjuti
melalui PPID sesuai dengan
SOP di KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota

100%

Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di 4 media massa
Nasional

100% 70o/o

Persentase informasi dan
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota
paling lambat 1 (satu) hari
kerja

100o/o

Sosialisasi
Kebijakan KPU
Kepada
Stakeholder
(Partai Politik,
LSM, Ormas,
Pemerintah
Daerah,
Perguruan Tinggi,

Persentase penyampaian
informasi dan publikasi
dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilan di media publikasi
oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

1 Provinsi,
6 Kabupaten

1 Provinsi,
6 kabupaten
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dan Masyarakat)

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Tedaksananya
fasilitasi
pengelolaan data
kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian,
serta
pemeliharaan dan
inventarisasi
logistik
Pemilu/pemilihan

Persentase keberhasilan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa ada
permasalahan anggaran
dalam pemenuhan
kebutuhan logistik

100%

Persentase keberhasilan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam
proses pengadaan logistik
untuk keperluan
Pemilu/Pemilihan tanpa
adanya kasus terhadap
proses pengadaan yang
mengakibatkan kerugian
negara atau pemborosan
uang negara

100o/o 100o/o

Persentase keberhasilan
pendistribusian logistik
Pemilu/Pemilihan secara
tepat jenis, jumlah dan waktu
oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

lOOo/o

Persentase keberhasilan
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam
penginventarisasian dan
pemeliharan logistik
Pemilu/Pemilihan KPU
Kabupaten/Kota 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan
pemungutan suara dalam
Pemilu/Pemilihan

100o/o 'looo/o

Ketersediaan
Logistik Pemilu/
Pemilihan

Persentase penyediaan
logistik Pemilu/Pemilihan
oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

7
Satker

(Provinsi/Ka
bupaten)

7 Satker
(Provinsi

dan
Kabupaten)
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Ketersediaan
Suara Pilkada
Hasil
Pemilu/Pemilihan

Persentase Pelaksanaan
Pemungutan sampai dengan
penetapan hasil Pemilu/
Pemilihan

7 Satker
(Provinsi/
Kabupaten)

7 Satker
(Provinsi/
Kabupaten)

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan lnformasi
Tersedianya data,
informasi, sarana
dan prasarana
teknologi
informasi serta
penerapan e-
govemment KPU

Persentase KPU Kabupaten
dan KPU Provinsi yang
melaksanakan pemutakhiran
data pemilih secara
berkelanjutan

100o/o

100o/o
100%

Persentase aplikasi KPU
Provinsi dan Kabupaten yag
terintegrasi dengan KPU Rl
dalam Pemutakhiran data
pemilih secara berkelanjutan

650/o lOOo/o

Berdasarkan tabel 2.2 yang mendeskripsikan target kine rja sasaran KPU
Provinsi Sulawei Barat, terdapat sejumlah 69 lndikator yang diturunkan dari 2 Program
yaitu :

Presentase Realiasasi Anggaran di tahun 2022 disalikan berdasarkan data
perbandingan antara Target Anggaran lahun 2022 dengan Realisasi Anggaran Tahun
2022. Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel 6
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1. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
lndikator yang ditetapkan dari Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
sebanyak 37 indikator yangmana 26 lndikator (70.27yo) telah mencapai target
kinerja tahun 2022, sedangan sisanya sebanyak 11 indikator belum mencapai
target realisasi.

2. Target Kineria Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi
lndikator yang ditetapkan dari Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebanyak 24 lndikator (75%) telah
mencapai target kinerja lahun 2022, sedangan sisanya sebanyak 8 indikator
belum mencapai target realisasi.

B. Realisasi Anggaran

Po

100%

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
lnformasi untuk Sistem
lnformasi yang aman, handal
dan lancar yang dimiliki KPU
Provinsi
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Tabel 6
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Berdasaran tabel 6, Anggaran Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen
terealisasi sebesar 99,65% yaitu sebesar 7.890.915.301 ( Tujuh Milyar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah ) dan
Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
terealisasi sebesar 99,74 yaitu sebesar 8.750.317.173 ( Delapan Milyar Tpujuh Ratus
Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )

NO
PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

SISA
ANGGARAN

(Rp)
%

1
Program Dukungan
Manajemen

7.918.990.000 7.890.915.301 28.074.699 99.65%

2

Penyelenggaraan
Pemilu Dalam
Proses Konsoldasi
Demokrasi

8 772.891.000 8.750.317.175 22.573.825 99.7 4o/o

016.691.881.000 16.641.232.476 50.648.524 99,70%JUMLAH
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G
BAB IV

PENUTUP

LKj KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas
kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah
kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegang pada
tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 menyalikan berbagai
keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Sulawesi
Barat pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam
capaian lndikator Kinerja Utama (lKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,
keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan
dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi antara lain
adalah :

1 . Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan
dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula,
pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data
pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan
profesionalisme KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta
masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;

4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan
dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LKj pada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan
bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LKj KPU;

5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (iujur) serta keadilan bagi para
peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana merupakan salah satu
faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta pemilu

untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
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6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi
perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan,
pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang
lebih efektif.

LAMPIRAN:

'1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pemyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Mamuju, 17 Februari 2023
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